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merupakan lembaga negara baru yang dilahirkan
seiring dengan gerakan pro-demokrasi pada era
reformasi melalui amandemen UUD 1945
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Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:

1. Menguji UU terhadap UUD 1945.

2. Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya diberikan olen UUD 1945.

3. Memutus pembubaran parpol.
4. Memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

5. Wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan
Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh
Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD 1945.

Disamping kewenangan di atas, MK memiliki kewenangan
tambahan, yaitu:

1. Memutus Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Tahap
Akhir Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
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STATISTIK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Jumlah Putusan MK tahun 2003-2018 Jumlah Putusan MK Dikabulkan tahun 2003-2018
157 30 29
131 131 25
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Perbandingan Jenis Putusan MK tahun 2003-2018 632 UuU yang diuii

1258 Putusan
261 Putusan dikabulkan

m Dikabulkan Ditolak = Tidak Diterima = Ditarik Kembail
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- Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2)
UUD 1945

 UU Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan
UU Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi

* Peraturan MK Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman
Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-undang (PUU)

* Peraturan MK Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman
Pengajuan Permohonan Elektronik dan Persidangan
Jarak Jauh
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Mengajukan:
- Permohonan
_____ _| - Alat bukti
PEMOHON - Daftar alat bukti
- soft copy
. permohonan dan
daftar alat bukti
- Memeriksa
kelengkapan dan - Mendengar ket. 2
MAHKAMAH KONSTTIUS! kejelagsanpmateri - Memeriksa Presiden B el sapli(-;rna)ll'lar;u%il::n
permohonan perbaikan - Mendengar ket. Saksi/Ahli
- Memberi nasihat permohonan DPR - Pengesahan alat t
untuk memperbaiki - Pengesahan alat - Mendengar ket. bukti surat/tulisan Pengucapan
PENERIMA permohonan bukti surat/tulisan Pihak Terkait - Kesimpulan Putusan
PERMOHONAN r
H
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PANITERA
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N 1 1 |
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i s bkl N + i - laporan pemeriksaan Fempuion
Berkas lI:‘sermohonf:m Ketetapan Ketetapan ! pendahuluan v
- Memeriksa persyaratan i i Si ! _
dan kelengll(Dapas:\ Panel Hakim Hari Sidang i - pengambilan keputusan RPH
permohonan v (lanjut/putus) - laporan pemeriksaan
- Akta Pemberitahuan - Penjadwalan sidang - penunjukan hakim persidangan
Kekuranglengkapan - Panggilan sidang drafter - curah pendapat
Berkas kepada Pemohon v - penyampaian pendapat
i i hukum
- Akta R t Perk : s
. ‘Mencatt dalam BRAK. = Renjaovialel sldang - pengambilan keputusan
- Penyampaian salinan - Panggilan sidang - penunjukan hakim drafter
yamp kepada Pemohon, DPR, =
permohonan kepada DPR S i y pembahasan draft putusan
dan Presiden Presiden, Pihak Terkait - finalisasi putusan
- Pemberitahuan - penunjukan pembaca akhir
permohonan ke MA putusan
- Ketetapan Panitera v
Pendgant! - Penjadwalan sidang

- Panggilan sidang
kepada Pemohon, DPR,
Presiden, Pihak Terkait
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Syarat: Pasal 51 UU MK - Presiden/Pemerintah - Langsung

a. Perseorangan WNI (Eksekutif) - Tidak Langsung
b. Masyarakat Hukum Adat - DPR»_ DP]_)» MPR

c. Badan Hukum (Legislatif)

d. Lembaga Negara
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Syarat: Pasal 51 UU MK

a. Perseorangan WNI

b. Masyarakat Hukum
Adat

c. Badan Hukum
d. Lembaga Negara
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Yurisprudensi Legal Standing: Putusan MK Nomor 006 /PUU-III/2005

dan Nomor 11/PUU-V/2007, Pemohon harus memenuhi syarat:

1) adanya hak / kewenangan Kkonstitusional Pemohon diberikan
UUD 1945;

2) hak / kewenangan Konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap
dirugikan oleh berlakunya Undang - Undang yang dimohonkan
pengujian;

3) hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat
spesifik (khusus) dan aktual atau setidak - tidaknya potensial yang
menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

4) adanya hubungan sebab - akibat (causal verband) antara Kerugian
dimaksud dan berlakunya Undang - Undang yang dimohonkan
pengujian;

5) dengan dikabulkannya permohonan, maka Kerugian
konstitusional tidak akan atau tidak lagi terjadi;
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* Pengujian:
- Formil
- Materil

* Jenis Peraturan Perundang-undangan:
- Undang-Undang
- Perppu

* Norma dalam:

- Pasal

- Ayat

- Penjelasan Pasal
- Lampiran
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